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PERINIDUSTRIAN DAN PERDAGANG,{N K,{B UPATEN SABU R-AI J UA

Menimbang

Mengingat

. a. bahi.va dalam upa)'a pelavanan dan pemerataan pendidikan kepada

masl,arakat" serta merungkatkan partisrpasr maslarakat di bidang

p.ndidik* perlu diberikan kesempatan kepada 
. 
mas-Varakat untuk

menclirikan lembaga pendidikan baru di Kabupaten Sabu Raijua.

b. bah*,a berdasarkan perlimbangan sebagaimana dimaksud dari huruf a'

perlu menelapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan

irelavanan Terpadu Satu Pintu. Perindustnan dan Perdagangan Kabupaten

Sabti Raiiua tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Drni (PAUD)

TK EBENIHAEZER DEPE

: l. undang - undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikn Nasional.
2. Undang-Undang Repubhk Indonesia Nomor l4 Tahun 200'1 tentang Guru

dan Dosen.
3. Unclang-Undang Republrk lndoneisa Nomor 32 Tahun 2005 lentang

pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah berapa kali diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 200tt tentang

Perubahan kedua atas Undan-e-undang Nomor 32 Tahun 2004:

4 {.;ndang-undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2008 tentang

Pembentukan liabupaten Sabu Rarjua di Proyinsi Nusa Tenggara Timur-

5. peraturan Pemerrntah Republik lndonesia Nomor 2 Tahun 1990 tentang

Pendidikan Pra Sekolah"
6. Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 39 Tahun 1990 tentang

Peran serta N4astarakat Dalam Pendidikan Nasional:

7. peraturan Pemerintah Republik Indonesta Nomor 47 Tahun 2008 tentang

Wajib Beiajar.
B. peraturan Pernerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2009 tentang

Standar Nasional Pendidi kan-



9.

10.

11.
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13.

I .1.
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l6

Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan P envelenggaraan Pendidikan'
peralturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang

Pengembar-rgan Anak Usia Dini Holistik dan Integritas.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesra Nomor 63

Tahun 2009 tentang Srstem Penjaminan Mutu Pendrdikan :

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor 8.1 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usra

Dini.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudal'aan Republik Indonesia

Nomor 137 Tahun 2014 tentang standar Nasional Pendidkan Anak usia

Drnr:
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor

ooillzo 02 lentang Pedoman Pendirian Sekolah-
peraturan eupatisabu Raiiua Nomor l9 Tahun 2017 tentang Kedudukan

Sistem organisasi Perangiat Daerah dan Fungsi serta tata keqa Dinas-

Dinas Kabupaten Sabu Rujua:

Keputusan bupati Nomoti 153 Tahun 2017 tentong Penetapan Standar

Opersional Prosedur dan Standar Pela--vanan Publik P.enyelenggaraan

perizinan dan Non Perizinan Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman

Modal dan Pelavanan Terpaclu Satu Pintu. Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Sabu Raiiua

Memperhatikan . 1.

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Akta Pendirian Lembaga Pendidikan

EBENHAEZER DEPE dari Notaris
M.Kn Nomor : 13 tanggal 7 Juni 2013

Surat Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan'

Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sabu Rallua

4201 1O(;IDPKKO-SR/XII/201 B tanggal 5 Desember 20 I B

Anak Usia Dini (PAUD) TK
LILIES PRATIWIPUSPA, S.H.,

(sf udnr,aan-
Nomor .

MEMLITUSI'AN

Memberikan Izin Operasional Pendiclikan Anak Usia Dini (PAUD) TK
EBENHAEZER DEPE ),ang berlokasi di Desa Depe Kecamatan Sabu Barat

Kabupaten Sabu Rarjua.

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU- berlaliu

sepanjang mematuhi semua kelentuan 1'ang peraturan perundang-undangan

va*g betlatu, dan rvajib melaporkan hasil belajar mengajar pada setiap au'al

iair.ur t epaaa Dinas Pendidikan, Kebuda,vaan. Kepemudaan dan Olahraga

Kabupaten Sabu Railua.
Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidilran lernyata timbul kerugian pada

pihak lain. atau pesefta didik 1'ang mengakibatkan terhentin--va kegiatan

pendidikan, malia segala resiko l-ang timbul sepenuhnl'a menjadi

t{lllggungla\r ab prhak pemegang izin

SeglIa fenl.impangan dan alau kelalaian atas ketentuan dalam kepulusan ini

yang dapat merugikan keg,ibas'aan pemerinlah baik sengaia maupan tidak

sengaia- maka keputusan ini batal atau batal demi hukum'



KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

Tidak dibenarkan mengalihkan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini

{PAUD) ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari

Oir* Pendibikan, Kebudayaaq Kepemudaan dan Olahraga kabupaten Sabu

Raijua.
Wa.;iU melengkapi semua perizinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan

ketintuan peraturan psrundafig-undaogan yaag berlaku'

Hal-hal yang belum teratur Can tia* diatur dalam keputusan hi akan diatur

kemudian sebagaimana mestinnya.
Keputusan ini mutai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian

hari terdapat kekeliruaan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya'

PEMBINA TINGKAT I
NrP. 19690816 199312 I 003

Tembusen disafupaikan dengan hormat kepada:
1. Bupati Sabu Raijua di Seba (sebagai laporan);

2. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sabu Raijua di Seba;

3. Inspektur Daerah Kabupaten Sabu Raijua di Seba;

4. Camat Sabu Barat di Seba;

5. Kepala DesaDepe di Depe.

Seba
28 Desember 20
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